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ABSTRAK

FERA RIMA SARI (05193012) Judul Skripsi: Strategi Pemerintah Kota Bukittinggi
Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pemberantasan Perbuatan Asusila Di Temnpat
Objek Wisata. Jurusan flmo politik Fakultas ilmu sosizl dan ilmu politik Universitas
Andalas Padang. Dibawuah himibingan Dirs, Tamrin, M. 5i dan Doni Hendrik, 5,ip , M soe,
ae

Pelaksanaan implementasi Kebijakan pemerintah Kot Bukittingei dalam memberanias
perbuatan asusila perfu dibangun kelembagasn yvang handal, sehingga terwujudnva kondisi
doerah yang tentraman dan terib dapal direalisasikan. Sehingps untuk dapat mengatur dan
memberantas penyakit masvarakat yang dupat menggangeu ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat tersebut. maka pemerintah Eota Bukittinggi beserta DPRD mengeluarkan Peraturan
Dacrah kota Bukittinggi Nomaor 20 Tahun 2003 Tentang Penindakan dan Pemberantasan
Penyakit Masyvarakat,

Permasalahan dalam skripsi penelitian i adalah bagzaimana strutepi pemerintah kota
Bukittinggi mengimplementasikan kebijakan pemberantasan perbuatan asusila di tempat objek
wisala, Tujuan penclitian ini adalalb untuk mendeskripsikan upaya-upava dalam memberantas
perbuatan asusila di tempat objek-objek wisata dan mengambarkan stratepi dan implementasi
webijakan yang berupa peraturan dasrah pemerintah kota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2003
whiang penindakan dan pemberantasan penyakic masyarakar melalui faktor vang mempenganabi
keberhasilan implementasi kebijakan,

Metode pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif dan jenis pencliiian desktipnif.
Teknik pengambilan informan dilakukan secara purposive sampling. Data di kumpul dengan
wawancard, observasi dan dokumentasi dengan komsep strategi yang  dikemukakan oleh
Clavsewiiz dan melihal keberhusilan pemerintah dalam mengimplementasi kehijakan scsuai
donga teori menurut Van Meter dan Van Harn,

Dari hasil penelitian adanya strategi vang dilakukan Pemerintah Kota Bukittingss dalam
mengimplementasikan kebijakan pemberantasan asusila di tempat objek wisata. Strategi vang
‘ilzkukan pemko adalah membuat kehijakan entuk memberantas perbuatan asusila sebagaimana
vang terdapat dalam Peraturan Duersh Momor 20 tabun 2003 tentang penindakan dan
pemberantasan penyakit masyvarakal, meningkatkan intensitas raria, melakukan tindakan hukum
cang tegas dan pemberian hukuman maksimal bagi pelaku vang berbuat asusila di tempat objek
wvizata, melibatkan seluruh instanst atau komponen masvarakat unluk membantu pelaksanaan
pemberantasan  perbuatan asusila di tempat objek wisata. [mplementasi kebijakan dalam
cemberantasan  perbuatan  asusila  dilakuken  dengan cara melihar faktor keberhasilan
shagaimana sasaran tujuannya menciplakan Kotz Bukittinggi bebas dari maksiat, sumber dava

ang dimiliki pemerintah saling bekerja sama dalam mencapai tujuan akhir, schagai karakteristik
len pelaksana apabila terjadi pelangparan maka  dilakukan  sehagimana  dalam proses
“emangpilan sampai persidangan. Adapun hasil dari penelitian ini terdapat hambatan diantaranva
«urangnya perhatian dan keterlibatan dari pibak-pihak terkait dalam pengawasan pemberantasan
sroustan asusila, dana yang disediakan dari dane anpgaran satuan kerja {DASK) untuk Satpal
* terbates. adanya pihak vang menjadi pelindung terhadap pelaku asusila, dan ada pemerasan
=nz dilakukan anggota Satpod PP soal melakukan razia di objek wissta,

= bunei : Strategl. Kebijakan, mplementasi Kebijakan
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

koota Bukittinggl merupakan salah satu kota yang memiliki julukan sebagai
kota wisata. Dimana di kota int panwisata sudah menjadi industr, namun sektor
ini sangat rentan terhadap beragam isu, dari sosial, politik, ekonomi, dan
lingkungan fisik lingga kondisi keamanan negara. Ada beberapa asumsi bahwa
scktor panwisata memiliki posisi vang penting i Kota Bukittinggi; Penama
partwisala merupakan salah satu produk andalan Kota Bukittinggi sclain sektor
perdapangan dan jasa, sektor pendidikan dan sektor pelavanan kesehatan. Kedua
faktor panwisata mempengaruhi penerimaan dari pajak dan retribusi vang terkait
dengan pariwisata terhadap pendapatan angeeran dacrah {PAD),

Ketiga Kota Bukittingg scbagai kota wisata dan daerab tujuan wtama wisat
memiliki polensi pariwisata yaitu objek-objek wisata, akomodasi dari rumah makan,
Pramuwisata dan komponen mdostri parwisata lainnya. Dan vang keempat Kota
Bukittinggi tertelak pada posisi silang yang stratepis pada ruas jalan trans sumatera
dengan topografl berbukit dan berlembah, keadaan alam vang indah dan wdara vang
sejuk sepanjang fabun dan tersedianva sarana dan parasarana kepariwisatsan dengan
kunntitas yang cukup dan kualitas vang baik.

Keindahan alam dan budaya Kota Bukittinggi memang sangat potensial
dikembangkan sebagai kawasan wisata, balk wisata punung, bahar maupun eco

fourism. Selama e masyarakatnya dikenal koat dengan agama dan adat, Namun
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seinng  perkembangan  zaman  ditandai  dengan  bertambah  majenya  ilmu
pengetahuan dan teknologi disegala bidang, secara tidak langsung membawa
pengaruh bagl kehidupan masyarakat di dazrah i vang menimbulkan berbagai
perubahan dalam kehidupan masvarakat.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan vang berkesinambungan di era
otonom: dan reformasi ini, semakin dirasakan perlunya kondist ketentraman dan
ketertiban vang mantap dan menjunjung tinggl sepermasi hukum. Yaitu susiu
kondist dimana pemenntah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman,
tertib dan sesval deogan aturan yang berlaku. Untuk e perlu dilakukan
pembinaan dan ketertiban umom serta penegakan Peraturan Daerah secara
terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Terwujudnva  ketentraman  dan  ketertiban  wmum  di daerah  sanpat
chpengaruh oleh perkembangan stabihtas politk di daerah. Oleh karena 1t
diperlukan penanganan secara kontinyy, terpadu, dan terencana oleh pemerinab
dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban ini. Mengingat luasnva daerah
untuk lebih menjamin terpeliharanyva kondisi ketentraman dan ketertiban di
daerah, maka untuk membantu kepala dzerah menyelenggarakan pembinaan
ketentaraman dan Ketertiban wmum serta penengakan Peraturan Daerah dan
Keputusan Walikota

Pada masa sekarang tidak dapat dipungkeri lagi bahwa dengan kemajuan
pengetahuan, dan teknologt dan era globalisasi telah memberikan efek vang

negatil lerthadap masvarakat Bukitinggi, hal ini ditandai makin maraknya
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perbuatan-perbuatan yang dikenal dengan perbuatan asusila ataw  penyakit
masyarakat, seperti tindakan asusila di tempat objek-objek wisata.

Perbuatan ni banyak meresahkan warga i sekitar, untuk menshilangkan
pandangan negatif dimata masyarakat, vang mana tempat wisala cenderung untuk
berbuat asusila seperti di lokasi Senteng Forv De Kock, Lobang Jepanz dan
beberapa tempat lainnya, Umumnya yang berbuat asusila itu remaga, jika tempat
wisata sering dirazia karena selalu dijadikan tempat asusila maks orang luar
mungkin tidak berani datang ke daersh ini. Dalam menanggulangi perbuatan-
perbuatan asusila diperlukan upava-upava untuk memberantas sepala tindakan
vang berbau maksiat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang penindakan
dan pemberantasan penvakit masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 (entang penindakan dan
pemberantasan  penyakit masyarakal tersebut, bahwa perbuatan  asusila
didefinisikan sebagai hal-hal atau perbuatan yang terjadi di tengah-tengah
masyarakat yang tidak menyenangkan masvarakat alau meresahkan masyarakat
vang tidak sesusi dengan aturan agama dan adol serta tatakrama kesopanan,
sedangkan akibat hukumya belum bagi si pelaku ada yang belum terjangkau oleh
ketentuan  perundeng-undangan vang ada' Semenjak Peraturan Dacrah itu
tersebut ditetapkan, memang nampak adanya penanganan masalah maksiat vang

dilakukan oleh pemerintah Bukittings.

Peraturan Daerah Ko Bukiinggl Nomor 20 Tatean 2003 tentang penindekan dan
T OCTERIST Preranls mavaradal. Bab b Pasal (T
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BAB VI

PENUTUP

A, KESIMPULAN

Mengatasi persoalan perbuatan asusila di tempat objek wisala yang darl
wiakiu ke wakio selalu mengalami peningkatan terutama dalam hal kuantitas.
Setelab dilakukan penelinan tersebut, akhirnya didapatkan  strategi vang
digunakan pemko dalam mengatasi maraknya perbuatan asusila di tempat objek
Wisata.

I Membuat kebijakan untuk memberantas perbuatan asusila sebagaimana
yang terdapat dalam Peraluran Dacrah Nomor 20 Tahun 2003 tentang
penindakan dan pemberantasan penyakit masvarakat,

2. Meningkatkan intensitas razia

3. Melakukan tindakan hukum yang tegas dan pemberian hukuman maksimal
hagi pelaku vang berbuar asusila di tempat objek wisata

4. Melibatkan seluruh instansi atau komponen masyarakat untuk membantu

pelaksanaan pemberantasan perbuatan asusila di tempat objck wisata,

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan pemko Bukittinggi
sudah baik tetapi cara mengimplementasikan kebijakan tersebut kurang baik
careny masth banyak terdapat kendala dalam  melaksanakan pengawasan
semberantasan perbuatan asusila di objek wisata sebagaimana hambatan atau

vendala tersebut adalah:



kourangnya perhatian dan keterlibatan serta respeksitas dari instansi-insansi
terkait ataupun kerjasama dari berbagal pihak  vang terkait dalam
pengawasan Kota Bukittinggi vang hebas dari berbuatan maksiat. Janpan
sampal pihak kantor Satpol PP bertindak sendiri dalam mengimplentasikan
peraluran dacrah tersebut padabal tujuan kehbijokan ini adalah untuk
kepentingan dan kemajuan bersama.

Kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait langsung,
tidak hanya disebabkan oleh kesadaran instansi terkait untuk melibatkan
diri dalam penertiban ini, namun dar segi pendanaan mengakibatkan
kantor Sat Pol PP memiliki kendala karena dana vang disediskan dalam
DASK (Dana Angparan Satuan Kerja) mercka hanya terbatas dalam
penyelenggaran dan implementasi kebijakan vang bersifat ketertiban,
kebersihan dan keamanan sematn dalam artian, pertimbangan alokasi dana
tidak mempertimbangkan aspek teknis lainnva. seperti anggaran uniuk
melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya seperti Dispenda.
bahkan pemerintah Kota Bukittinggi sendiri.

Jangan sampai pihak yang bertanggung jawab memyelamatkan pelaku
yang berbuat asusila, seperti kasusnya jika pelaku kenal dengan anpgota
Satpel PP, maka pihak sat Pol PP memberi tay kalau akan ada razia di
tempat objek wisata,

Terdapatnya pemerasan dari anpgota Satpol PP terhadap pelaku yvang
berhuat asusila yang tertangkap basah, sehingga anppota meminta g
kepada pelaku agar pelaku bisa bebas dan tidak menjalani hukuman atau

membayar denda schagaimana ketentuan vang berlaku vang telah

By
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